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. UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya yang berlimpah, baik di darat maupun di
perairan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu
dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari
KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau
perairan.

Kekayaan alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah, hal
ini dibuktikan dengan menempati urutan ke tiga besar dunia, dan
kekayaan alam hayati tersebut mempunyai sifat yang dapat
memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (renewable). Namun, jumlah
sumber daya alam hayati tersebut tidak tak terbatas. Disamping itu,
sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti
asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan

secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu


http://www.peraturan.go.id

No. 5798

sendiri dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan
keberadaannya.

Salah satu sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui
(renewable) adalah panas bumi yang perlu dikembangkan dalam rangka
pemenuhan energi khususnya listrik di dalam negeri. Dalam
perkembangan, panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau untuk
pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang
ketahanan energi nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit
tenaga listrik panas bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi,
pengertian pemanfaatan panas bumi bukan merupakan kategori tambang
dan dalam pemanfaatannya dapat dilakukan pada semua fungsi hutan,
termasuk hutan konservasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan
panas bumi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

Memperhatikan perkembangan di atas dan hal-hal strategis lainnya,
maka dipandang perlu mengatur kembali pengelolaan KSA dan KPA, antara
lain dengan memasukan kegiatan pemanfaataan panas bumi dalam KSA
dan KPA, dengan memperhatikan prinsip tata pemerintahan yang baik,
serta harmonisasi berbagai aspek konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf ¢

Kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan
atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan
secara sukarela serta Dbersifat sementara untuk
menikmati gejala keunikan, keindahan, dan sifat
keliaran alam di KSA dan KPA.

Pemanfaatan energi air, angin, panas matahari, dan
panas bumi merupakan pemanfaatan energi yang
dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa
angin, jasa panas dan jasa panas bumi yang
pemanfaatannya tidak dilakukan melalui
penambangan.

Pemanfaatan energi antara lain berupa pemanfaatan
energi air untuk microhydro, pemanfaatan energi angin
untuk pemutar kincir angin, pemanfaatan energi panas
matahari untuk pembangkit listrik (solar cell) dan
pemanfaatan energi panas bumi untuk memenuhi

kebutuhan listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 36
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Kepentingan koleksi termasuk dalam mengintroduksi
jenis tumbuhan untuk dikembangkan di dalam
kawasan.

Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dilakukan
melalui penanaman berbagai jenis flora dan pelepasan
fauna yang menjadi ciri khas dan kebanggaan provinsi

dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan menunjang budidaya dalam bentuk
penyediaan plasma nutfah dilaksanakan melalui
pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna,

serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penangkaran terbatas dilakukan melalui kegiatan
pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan
satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian

jenisnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Tidak dikenakan iuran dan pungutan terhadap izin
rehabilitasi dan izin restorasi tidak menghilangkan
kewajiban membayar iuran dan pungutan apabila
pemegang izin memanfaatkan kondisi lingkungan
seperti penyimpanan dan/atau penyerapan karbon,
pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari,
dan panas bumi, serta wisata alam.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.
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